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RINGKASAN

Oleh:
Akhmad Mukhlis
Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Lambung
Mangkurat

Pengkodifikasian Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada
merupakan langkah strategis dalam membangun sistem hukum kepemiluan
nasional yang terintegrasi, sistematis, dan selaras dengan prinsip negara hukum
serta demokrasi konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-
XX11/2024 yang mengubah desain keserentakan pemilu nasional dan pemilu daerah
membawa implikasi normatif dan kelembagaan terhadap struktur pengaturan
pemilu di Indonesia. Dalam kondisi regulasi yang masih terpisah antara Undang-
Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, perubahan tersebut berpotensi
menimbulkan disharmoni norma, ketidakpastian hukum, serta kompleksitas dalam
penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, Kkodifikasi diperlukan untuk
mengintegrasikan keseluruhan norma kepemiluan ke dalam satu kerangka hukum
yang koheren dan komprehensif guna mendukung pembangunan demokrasi yang
efektif dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengkodifikasian Undang-
Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 135/PUU-XXI1/2024, merumuskan desain pengkodifikasian yang
konstitusional, serta mengkaji implikasi hukum putusan tersebut terhadap sistem
kepemiluan dan pembangunan demokrasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan kasus, khususnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/PUU-XXI11/2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kodifikasi hukum pemilu merupakan
konsekuensi konstitusional dari perubahan tafsir keserentakan pemilu oleh
Mahkamah Konstitusi sekaligus kebutuhan sistemik untuk menjamin kepastian
hukum dan konsistensi regulasi kepemiluan. Implikasi putusan tersebut meliputi
penyesuaian jadwal pemilu, masa jabatan pejabat publik, harmonisasi peraturan
perundang-undangan, serta penguatan profesionalitas penyelenggara pemilu.
Secara substantif, kodifikasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas
representasi politik, partisipasi pemilih, dan kepercayaan publik terhadap proses
demokrasi. Disertasi ini memberikan kontribusi konseptual melalui perumusan
model kodifikasi terpadu berbasis demokrasi konstitusional dalam rangka
memperkuat pembangunan demokrasi Indonesia.



SUMMARY

By:
Akhmad Mukhlis
Doctoral Program in Law Study Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat
University

The codification of the Election Law and the Regional Head Election Law
constitutes a strategic step toward establishing an integrated and systematic
national electoral legal system in line with the principles of the rule of law and
constitutional democracy. Constitutional Court Decision Number 135/PUU-
XX11/2024, which altered the design of simultaneous national and regional
elections, has significant normative and institutional implications for the structure
of electoral regulation in Indonesia. In the current situation where electoral
regulations remain separated between the Election Law and the Regional Head
Election Law, such changes may lead to normative disharmony, legal uncertainty,
and technical complexity in the administration of elections. Therefore, codification
IS required to integrate all electoral norms into a coherent and comprehensive legal
framework that supports effective and equitable democratic development.

This research aims to analyze the urgency of codifying the Election Law and the
Regional Head Election Law following Constitutional Court Decision Number
135/PUU-XX11/2024, to formulate a constitutional design for such codification, and
to examine the legal implications of the decision for Indonesia’s electoral system
and democratic development. The study employs normative legal research using
statutory, conceptual, and case approaches, particularly focusing on Constitutional
Court Decision Number 135/PUU-XX11/2024.

The findings indicate that the codification of electoral law is a constitutional
consequence of the Constitutional Court’s reinterpretation of electoral simultaneity
and a systemic necessity to ensure legal certainty and regulatory consistency. The
implications of the decision include adjustments to the election schedule, the terms
of public office, harmonization of legislation, and the strengthening of the
professionalism of election management bodies. Substantively, codification
contributes to improving political representation, voter participation, and public
trust in democratic processes. This dissertation contributes conceptually by
proposing an integrated electoral law codification model based on constitutional
democracy to strengthen democratic development in Indonesia.
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ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XX11/2024 telah mengubah desain
keserentakan pemilu nasional dan pemilu daerah di Indonesia serta membawa
implikasi sistemik terhadap arsitektur hukum kepemiluan. Perubahan tersebut tidak
hanya berkaitan dengan penyesuaian jadwal penyelenggaraan, tetapi juga
berdampak pada pengaturan tahapan pemilu, masa jabatan pejabat publik,
kewenangan penyelenggara, serta mekanisme penegakan hukum pemilu. Dalam
kondisi regulasi yang masih terfragmentasi antara Undang-Undang Pemilu dan
Undang-Undang Pilkada, perubahan desain tersebut berpotensi menimbulkan
disharmoni norma dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis urgensi pengkodifikasian Undang-Undang Pemilu
dan Pilkada pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXI11/2024, merumuskan desain
pengkodifikasian yang konstitusional, serta mengkaji implikasi hukum putusan
tersebut terhadap sistem kepemiluan dan pembangunan demokrasi Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan kasus, khususnya terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI1/2024. Analisis dilakukan dengan
menelaah prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, dan teori sistem hukum
melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta
literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengkodifikasian hukum pemilu merupakan
konsekuensi konstitusional dari perubahan tafsir keserentakan pemilu oleh
Mahkamah Konstitusi. Kodifikasi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum
dan mengintegrasikan pengaturan pemilu nasional dan pemilu daerah dalam satu
kerangka hukum yang koheren. Desain kodifikasi yang konstitusional harus
berlandaskan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E, dan Pasal 18 UUD 1945 serta mengatur
secara sistematis prinsip, tahapan, kelembagaan, dan penegakan hukum pemilu.
Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model kodifikasi terpadu berbasis
demokrasi konstitusional sebagai respons terhadap perubahan desain keserentakan
pemilu pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXI11/2024.

Kata Kunci: Kodifikasi Hukum Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi,
Keserentakan Pemilu, Demokrasi Konstitusional, Pembangunan Demokrasi.
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ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXI1/2024 has altered the
design of simultaneous national and regional elections in Indonesia and brought
systemic implications for the architecture of electoral law. This change does not
merely concern the adjustment of the electoral schedule, but also affects the
regulation of electoral stages, the terms of public office, the authority of election
management bodies, and mechanisms for electoral law enforcement. In the current
condition where electoral regulations remain fragmented between the Election Law
and the Regional Head Election Law, such changes potentially create normative
disharmony and legal uncertainty. Therefore, this research aims to analyze the
urgency of codifying the Election Law and the Regional Head Election Law
following Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXI1/2024, to
formulate a constitutional design for such codification, and to examine the legal
implications of the decision for Indonesia’s electoral system and democratic
development.

This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and
case approaches, particularly focusing on Constitutional Court Decision Number
135/PUU-XX11/2024. The analysis is conducted by examining the principles of the
rule of law, constitutional democracy, and legal system theory through the study of
legislation, judicial decisions, and relevant legal literature.

The findings indicate that the codification of electoral law constitutes a
constitutional consequence of the Constitutional Court’s reinterpretation of
electoral simultaneity. Codification is necessary to ensure legal certainty and to
integrate the regulation of national and regional elections within a coherent legal
framework. A constitutional codification design must be grounded in Article 1
paragraph (2), Article 22E, and Article 18 of the 1945 Constitution and
systematically regulate principles, stages, institutions, and electoral law
enforcement. The novelty of this research lies in the formulation of an integrated
codification model based on constitutional democracy as a response to the
transformation of electoral simultaneity following Constitutional Court Decision
Number 135/PUU-XX11/2024.

Keywords: Electoral Law Codification, Constitutional Court Decision, Electoral
Simultaneity, Constitutional Democracy, Democratic Development.
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